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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbane : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 138
) Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pasar  di

Wilavah Kotamadya Dacrah Tingkat [l Magelang vang telah

dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah  Tingkat

[] Muuulung‘ Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan  Pertama

l*cruu;run Daerah Tingkat 1I Magelang Nomor 1 Tahun 1986

perlu disesuaikan
b bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas,

dipandang perlu untuk  menyusun dan menetapkan kembal
Peraturan Daerah Kota Magclang tentang Retnibusi Pasar :

Undang-undang Nomor |7 Tahun 1950 tentang Pembentukan
I'}'iuruI;dm:ruil Kota Kecall dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

Mengingat : 1.

2 Undang-undang Nomor ¥ Tahun 1981 tentang Hukum Acara
| Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

| embaran Negara 3209)

3 Undung-ulldﬂllg Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribust Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41. Tambahan [.cmbaran Negara Nomor 3685) .

4. Undang-undang .....
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6.

9.

10.

1

12.

r

, lln-.iung-undung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan

Dacrah (L.embaran Negara lTahun 1999 Nomor 60, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3839) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848) -

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (I embaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692) -

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang leknik

Penvusunan  Peraturan  Perundang-undangan  Dan HBentuk

: r o
Rancangan Peraturan Pemenntah Dan Rancangan Keputusan
Presiden :

. e ) w I-' { .
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penvidik Pegawar Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah:

Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah :

Keputusan  Menteri Dalam Negen Nomor 175 Tahun 1*)97.
tentang Pedoman Tata Cara Pemenksaan dibidang Retribusi
Daerah :

Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentano Ruang | ingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat
| dan { mekat Il :

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem PProsedur Administrast Pajak Daerah. Retnbust Daerah
dan Pendapatan Laim-lain :

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAFRAH KOTA MAGELANG TENTANG
RETRIBUSI PASAR

BABI .
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BAB |
KRETENTUAN UMUM
Pasal |
Dalam Pecraturan Daerah in vang dimaksud dengan :
a. Dacrah adalah Kota Magclang :
b. Pemenintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magelang |

Walikota adalah Walikota Magelang :

=

: : Y e )
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah, selanjutnya disebut DPRD
Kota Magelang merupakan Badan Iegislatif Daerah : _

¢. Dinas Pengelola Pasar adalah Dinas Pengelola  Pasar Kota
Magelang ;

{. Pejabat  vang ditunjuk  vyang selanjutnya disebut chuhuF
adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku :

Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Magelang
termasuk  didalamnya  bangunan-bangunan  beratap maupun
tanah-tanah lapang vang termasuk dalam lingkungan scbagai
tempat jual beli umum  sccara teratur, langsung dan terus
mencrus memperdagangkan barang maupun jasa yvang menjadi
hak dan wewenang Pemenntah Kota Magelang -

n<

b Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau badan hukum yang
mempergunakan tempat vang mun!pul-.un bagian dan pasar vang
diberi tanda batas oleh Pemenntah Kota Magelang  yang
disediakan untuk berjualan dalam  bentuk ruangan di dalam
bangunan maupun ruangan di lapangan pasar :

Tempat Dasaran adalah  bangunan berupa kios, los maupun

lapangan terbuka yang merupakan bagian dan bangunan pasar ;

i Izin Pemakaian Tempat Dasaran adalah 1zin vang diberikan oleh
" Walikota Magelang kepada Pemakar Tempat Dasaran ;

L Kijos adalah bagian bangunan pasar vang dib‘u‘;n dan disediakan
olch Pemerintah  Kota M{LEEIHHE vang bcﬁrsntnl pcrmancn dan
tertutup schingea dapatl digunakan Hch{!gul temp{n menvimpan
dan memasarkan barang dagangan. dimana setap petak kios

dibatusi dengan  dinding tembok dan atau kayu dilengkapi

dengan pmntu :

L.Los ..

L]
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l. Los adalah bge;
oleh Pemenintah
terbuky schingpen

an bangunan pasar vang dibuat dan disediakan
Kola Magelang vang bersitat permanen dan
birang dagss iljalli}';l du[_ﬁul digunukn.n. lllll}lk memasarkan
= HesdiEan, dimana setiap los terdin dan beberapa petak
th.“.] Masing-masing  petak diberi  tanda  batas vang mudah
dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang bcrkci:uuutingun :

m. Lapang: dasar adal: - ' ,
apangan Pasar adalah bagian bangunan pasar vang dibuat dan

disediakan oleh Pemerintah Kota Magclang yang bersifat terbuka
lanpa atap dan hanva dapat dipergunakan memasarkan barang
dagangan secara insidentil -
n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan
terbatas.  perseroan
usaha nmulik
apapun,

komanditer. perseroan lamnva. badan
negara atau dacrah dengan nama dan bentuk
persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
vayasan atau organisasi yvang sejenis, lembaga. dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lannva .

0. Jasa Umum adalah  jasa yang disediakan atau diberikan olch
Pemenntah Dacrah untuk tujuan kepentingan dan kemantaatan
umum serta dapat dimkmati oleh orang pribadi atau badan ;

p. Retribust Jasa Umum adalah retnbust atas jasa vang disediakan
atau dibenkan oleh  Pemenntah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum  serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan :

q. Retribusi Daerah yang selanjutnya discbut retribusi adalah
pungutan dacrah sebagar pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu vang khusus disediakan dan atau dibenkan oleh
Pemerintah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan -

r Retribusi Pasar vang selanjutnya  disebut Retribusi  adalah
pungutan daerah scbagar pembayaran atas jasa pelayanan dan
fasilitas vang diberikan kepada umum didalam lingkungan pasar ;

« Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vyang
merupakan  batas waktu .hi.igi wajib  retnibusi  untuk
memanfaatkan  jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah
Daerah :

t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut

peraturan pcrundung-undungﬂn retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi -

u. Surat Ketetapan Retribust Dacrah yang dapat disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yvang terutang .

v. Surat ... .
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v. Sural - Pemberitshuan Retribusi Daerah vang dapat disingkat [
SPTRD adalah surat vang digunakan oleh Wajib Retribusi

untuk  melaporkan perhitungan dan  pembavaran yang terulang
menurut Peraturan Retribusi -

w. Surat Tagihan Retribusi Daerah  vang dapat disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
admimistras: berupa bunga dan atau denda ;

o - ——— LY

x. Surat Sctoran Retribusi Dacrah  vang dapat disingkat SSRD
adalah  surat vang digunakan oleh Wajib Retribust  untuk
melakukan pembavaran atau penyetoran retribusi yang terutang
ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan |
oleh Wahkota : |

y. Surat Kcletapan Retribust Dacrah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDI B adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan Pembavaran retnibusi karena jumlah ]-:I.‘Edll
retribusi lebih besar daripada retribusi vang lerutang atau udak
scharusnva terutang :

7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang

selanjutnva disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan vang
menentukan tambahan atas jumlah Retnbus Daerah vang telah I

B T, T o

ditctapkan I;
Perhitungan Retribust Daerah adalah perincian besarnva rentibua:i
harus dibavar oleh Wanb Retribust baik  pokok retribust, T
kekurangan pembayaran retribust, kelebithan Pembayaran ,

aa.
yang
bunga, | n |
Retribusi maupun sankst administrast . f

bb.Pembavaran Retribusi Daerah gdul:gh b::::-;n_rn_'-.u kmra]"ilfun vang
harus dipenuhi olch wanb retribust sesua d[.‘ﬂf;l:iﬂ SKRD dan
QTRD ke Kas Daerah alau ke tempal lain vang ditunjuk dengan
batas waktu yvang telah ditentukan ;

ce lltang Retribusi Dacrah adalah sisa utang” relrihtu:r_-.i ﬂlfjﬁ nama
wuii!; retribusi  yang tercantum pada ST RUSM{DI\U atau
SKRDKBT vang belum daluwarsa dan retnbusi lammnva vang

masth terutang .

» i
l.-ll'l.\ll'*-'..‘ & &

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Fﬂ:’»ﬂl 2 P

b |
(1) Membenkan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan ‘
 fasilitas umum berupa pasdr.

(2) Membenkan .....
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(2) Membenkan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan
retnibusi pasar ;

(3) Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribus sebagal
salah satu sumber Pendapatan Ashi Daerah (PAD).

BAB I

TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI
Pasal 3

(1) Setiap pengguna jasa pelayanan dan fasihtas di lingkungan
pasar dikenakan retribusti .

(2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saat memkmatl
jasa pelayanan fasilitas yang disediakan.

BAB IV
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap
| urunl: atau badan hukum yang mendapatkan tasilitas atau jasa

di lingkungan pasar.

(2) Subyck Retribust  adalah  orang pribadi atau badan yang
m::r;mnt‘:lmk;m fasilitas atau jasa di lingkungan pasar .

(3) Obyck Retribusi adalah penggunaan Fasilitas atau jasa vang
diq::di'tknn oleh Pemerintah Dacrah di lingkungan pasar ;

(4) ObyeK Retribusi  scbagatmana dimaksud dalam ayat (3)
meliputt:
4 Pemakaian tempat dasaran Ki0s |

b Pemakaian tempat dasaran los ;

semakaian tempat dasaran dilapangan Pasar ;

d. Pemberian [z pemakaian Tempat Dasaran kios atau los

 pada pasar-pasar yang baru dibangun / dipugar |

¢. Pemberian 121D Perpanjangan Pemakalan Tempat Dasaran
kios atau los

 Pemberian 1210 daftar ulang Pemakaian Tempat Dasaran
kios atau los .

g. Pembenan .. .

J
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¢. Pembenan 1zin pemindahan Pemakaian [empat Dasaran kios
atau los ;

" " g q . = . - i - -
h. Pemakaan tempat pembuangan air besar atau kecil (MCK );

I Pemakaan lapangan parkir.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 35

(1) Retnibusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum |

(2) Retribusi vang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB VI
WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

PPasal 6
(1) Pengurusan dan pembinaan pasar dilaksanakan oleh Walikota

(2) I:'t:llilrr;umml;m, ;'n:milldil}lull alau p-.':llg|1:.1pll.*i:11] pasar
dilaksanakan olch Walikota sctelah mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.
Pasal 7

Pemerintah Daerah menvediakan tasilitas umum berupa pasar.

BAB VII
PEMARKALAN TEMPAT DASARAN
Bagian pertama
Ketentuan Pemakaian

Pasal &

nenempatt tempat dasaran di pasar harus

Sctiap pedagang yang Hit
Tempat Dasaran.

A ]
memiliki Izin | emakaian

Pasal 9 ... .
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Pasal 9

hlclt:nluun pemilikan [zin Pemakaian Tempat Dasaran sebagaimana

S ¥ ), T ’ = .
dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah  sebagai
benkut

i T i . T . | - |
a. lzin Pemakaian Tempat Dasaran dikeluarkan oleh Walikota

b. Izin Pemakaan Tempat Dasaran harus dipergunakan sendiri
sesuai dengan vang tercantum dalam Ijin Pemakaian Tempat
Dasaran :

¢. Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasaran baik berupa jual
beli. hibah maupun disewakan harus seyjin Walikota |

d. Izin Pemakaian Tempat Dasaran berlaku selama 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanjang kembali serta harus dilakukan
daftar ulang setiap 2 ( dua ) tahun sekali

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah 1
dikecualikan bagi pedagang vang berjualan secara musiman/
leschan di lapangan pasar |

Tata cara permohonan Izin Pemakaian Tempat Dasaran serta
pengaturan pemakaian tempat dasaran diatur lebih lanjut oleh
Walikota :

Pemberian Izin Pemakaian Tempal Dasaran, pemindahan Izin
Pemakaian Tempat Dasaran, [leregrestrast  [zin Pemakailan
Tempat Dasaran, 1Zin pcrpunjami_;m'l_*t:mukman Tempat IJuﬁ:}run
dan Izin pembangunan Pemakaitan Tempat Dasaran vang diter-
bitkan olch Walikota dapal didelegasikan kepada Dinas Teknis

=

vang berwenang mengelola pasar.
Pasal 10

Pemakaian Tempal Dasaran sebagaimana dimaksud Pasal 8

[z1n _ _
ku lagi apabila :

Peraturan Daerah ini tidak berla
a. Pemegang Izin Pemakaian T:.:{npul Damrun_lidak mf.:llukukan

daftar ulang dan atau perpanjangan scbagaimana  dimaksud
Dasal O hurut d Peraturan Daerah i ;

b. Pemegang 1zin pemakaian Tempat Dasaran melanggar ketentuan

| O huruf ¢ Peraturan aerah int

‘asa
apus dipindah dan atau akan digunakan
tuk kepentingan umum,

c. Bangunan pasaf akan Jih
oleh Pemerintah Daerah ut

Bagian kedua ... ..

Scanned by TapScanner




Bagian kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

(1) Pemakai tempat dasaran diwajibkan :

a. Memehhara kebersihan kerapthan, keamanan lempat dan
barang dagangan serta inventarisnya sesuai ketentuan yang
berlaku

b. Menempatkan dan mengatur barang dagangannya sccara
teratur. rapi dan tdak mengganggu lalu hintas orang didalam
pasar :

c. Memenuhi kewajiban membayar retribust menurut ketentuan /
peraturan vang berlaku ;

d. Menvediakan alat pemadam  kebakaran,  kecuali untuk
pcdagang leschan / musiman ;

(2) Pemegang [zin Pemakaian Tempat Dasaran dilarang dan dapat
dicabut izinnya apabila :

q Menambah atau merubah bangunan tempat dasaran, kecuali

dengan 1izin Walikota :

b. Memperluas tempat dasaran yang telah ditetapkan
Memperjual-belikan, memindah tangankan dan menyewakan
tempat dasaran tanpa seiin Walikota ;

d Merubah tungsi tempat dasaran menjadi gudang sebagai
sarana tempat menimbun barang ;

¢ Memakai tempat dasaran schaga lempat tinggal :

t ‘I'empat Dasaran dikosongkan h.:bl}l dan | (satu) bulan tanpa
memberitahukan kepada Kepala Dinas Pengelola Pasar,

BAB VIII

(' ARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA PASAR

asal 12

Tingkat penggunaan jiiq-‘iﬂ pasel didasarkan pada kuantitas
pun;uunuun fasihitas dan jasa dl]'”!%k"“}lﬂ_“" pasar vang discdiakan
Pemerintah Dacrah scbagal d.*.it-.i:'.l]' alokasi beban biaya yang dipikul
dalam penggunaan (asilitas dan jasa pasar.

BABIX .....
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BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNY A TARIF

Pasal 13
Prinsip dan sasaran dalam penctapan tant retribuss dtdﬂﬁ:}fkﬂﬂ
pada tujuan untuk menutup biava vang dikeluarkan oleh Pemernntah
Dueral atas dasar penyediaan fasilitas dan jasa Pasar.
BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 14
Struktur dan besarnva tarit retribusi untuk setiap jenis penyediaan

fasilitas dan jasa dilingkungan pasar ditetapkan schbagai bernikut
a. Pemakaian tempat dasaran Kios :
1. Kelasl Rp250,- ( Dua ratus hma puluh rupiah ) |
per M” perhar,

2 Kelas IT Rp225.- ( Dua ratus dua puluh lima rupiah )
per M~ per han

3 Kelas Il Rp 200,- ( Dua ratus rupiah ) per M?* per han
4. Kelas IV Rp 175, (Scratus tujuh puluh lima rupiah)
* per M~ per hari .

5 Kelas V. Rp 150, (Seratus lima puluh rupiah) per Mz“pcr hari

b. Pemakaian tempat dasar:
rupiah ) per M” per hari .

Pemakaian tempat dasaran dilapangan pasar, ditetapkan sebagai
berikut :

| . sampat den
2.1 M? s/d 199 M= Rp 200,- (Dua ratus rupiah) per hari :

asaran 1.os Rp 125, ( Seratus dua puluh lima

can 0.99 M* Rp 100.- ( Seratus rupiah ) per han ;

3.2 M* s/d 299 M  Rp 300.- (Tiga ratus rupiah) per hari,
4 3M2 s/d 399 M- Rp 400.-Empat ratus rupiah) per han

5 4M° s/d 499 M?  Rp 500.- (Lima ratus rupiah) per hari
6. SM* s/d 599 M*  Rp 600.«Enam ratus rupiah) per hari
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d. Los vang telah dirubah bentuk menyerupal kios dikenakan tant
sebesar ketentuan pada huruf b ditambah 5 o ( lima persen )

3 sy e * . A .

¢. Pemberian [zin Pemakaian Tempat Dasaran kios atau Los pada
pasar-pasar vang dibangun  dipugar sebesar 100 %  ( seratus
pcrscn ) dar nilai ICI“[_'};H dasaran -

f. Pembenan [zin Perpanjangan Pemakaian Tempat Dasaran Kios
alau los scbesar 50 % ( lima puluh persen ) dan nilar taksiran
tempat dasaran ;

g. Pembernan Izin Pemindahan Pemakaian Tempat Dasaran Kios
atau l.os ;
|. Pemindahan Izin Pemakaian Tempat Dasaran karena jual bel

scbesar 8 ( delapan ) kali jumlah retnbusi tempat dasaran

setiap bulan ;

Pemindahan  Izin Pemakaian  Tempat Dasaran karena

hibah warisan sebesar 4 ( empat ) kali jumlah retribusi tempal

dasaran sethap bulan :

tD

3. Sewa menyewa Izin Pemakaian Tempat Dasaran sebesar 3
( tiga ) kali jumlah retribusi tempat dasaran setiap bulan :

h. Pemakaian Tempat pembuangan air besar atau kecil ( MCK )
1. Buang air besar/mandi Rp 300,- ( tiga ratus rupiah ) sekal
pakat ;
2. Buang air kecil Rp 200,- ( dua ratus rupiah ) sckali pakai ;

Pasal 15
(1) Klasilikast tempat dasaran kios ditetapkan oleh Wahkota.

(2) Taksiran nilar tempal dasaran ditetapkan oleh Walikota dengan

persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
| DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 16

otribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang

1) Masa ua
o a ditetapkan oleh Walikota :

l[amany
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

(2) ‘ | -
atau dokumen lain yang dipersamakan ;

Past 17 ...
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Pasal 17

(1) Setiap wajib retribus; wanb mengist SPTRD -
(2) SPTRD scbagaiman

. a dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  harus
d‘llﬁl dCH}:‘:-’.lH j{;l:]*,-

| | clas, benar dan lengkap serta ditandatangam oleh
wanb retribusi atau kuasanva

(3) Bentuk. isi dan tata cara pengisian serta pengembahan SPTRD
d‘IICI{lpkﬂn oleh Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 18
(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan
SKRD :
(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retnibusi
sebagaimana mestinva. maka diterbitkan SKRD karena jabatan ;
(3) Bentuk. 1s1 SKRD scbagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal
ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 1Y

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dilunn_.:knn data baru dan
atau data vang semula belum terungkap sehingga menvebabkan
punumbahﬁn juumlnh retribusi vang terutang, maka dikeluarkan
SKRD tambahan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Pcembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain vang ditunjuk sesuat waktu vang ditentukan dengan
menggunakan SKRD. SKRD) Jabatan dan SKRD Tambahan

atau dokumen yang dipersamakan ;

(2) Dalam ... ..
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(2) Dalam hal pembayaran dj]

| akukan ditempat lain vang ditunjuk
lllul'sﬂ IIHHII Ilﬁllf.;r““u;i“ p ; L JUK.

Retribusi sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 Peratur: - nt di
craturan Dacrah ini disetor ke Kas Daerah selambat-

lambatnva 1 x 24 jam -

3) Apabila pembayar: T

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu
f ) . 18 sl ey 0 1 o X | ok M
yang ditentukan sebagaimana  dimaksud pada avat (1) Pasal
im, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 %o (dua per scratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD :

(4) Apabila pembayvaran retribusi tidak dilakukan / menunggak
sclama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Jjin Pemakaian

[empat Dasarannya dicabut oleh Pemerintah Dacrah ;

Pasal 21

(1) Pembavaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas

(2) Walikota atau Pecjabat yang ditunjuk dapal mengizinkan
kepada wajib Retnibust untuk mengangsur Retnbust terutang
dalam jangka waktu tertentu dengan alasan vang dapat
dipertanggungjawabkan |

(3) Tata cara pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota :

(4) Walikota atau Pejabal yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib

untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas

ditentukan  dengan alasan  vang dapat

retribusi
waktu  vang
dipertanggungjawabkan.

[Pasal 22

etnibusi baik melalur Kas Daerah maupun

1) Setiap pembayaran 1 i Ka
(1) pp ditunjuk harus diberikan tanda bukti

ditempal lain yang
pembayaran ;.
(2) Setiap pcmbayaran dicat
(3) Bentuk, isi. kualitas. ukuran buku dan tanda bukti pembavaran
Retribusi ditetapkan olch Walikota.

at dalam buku pencrimaan ;

BAB XIV ...
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BAB XV
TATA CARA PENAGIIAN

Pasal 23

. . }n. , , . j '

(1) lbglgclfhlmn SUrat teguran peringatan/'surat lain vang sejenis
SC0Agalr  aw; . peass 7 | '
iy ~I}? l-k wwal  tindakan pelaksanaan  penagihan  Retribusi

cluarkan scgera setelah 7 (twjuh) han sejak jatuh tempo
pembavaran - -

ﬂ} Dll " sy - = 2 o
(2) Dalam Jdllta.;kd waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
o il r L] W iV . ; = . e . i
teguran'penngatan: surat lain vang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusinva vane terutang -

(3) hlurut leguran sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini
dikeluarkan oleh I’ejabat vang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk  tormulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 avat (1)
Peraturan Daerah ini ditetapkan olch Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Walikota dapat membenkan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribust

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal im

ditetapkan oleh Walikola.

BAB XVI ... ..
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BAB XVI

pw(‘l.:fiu7*’%‘{-_\_!'}“-31m-:'l‘til.;\N,i*l-:m;.-\'l:xl.w,
e l:‘l,:“ KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
NGURANGAN SANKST ADMINISTRASI

Pasal 26

(l] "}‘-’H_Ilh Retrnibus dupnl mungujuk:m purmnlmnzm pﬂmbtﬂlllﬂﬂ

.\I\.I{H dan STRD vang dalam penerbitannyva ter dapat kesalahan
tulis. kesalahan hitung  dan atau kekeliruan dalam pencrapdl
Ve . ) ~ ; .

Peraturan Perundang-undangan Retribusi Dacrah ;

D

(2) Wajb Retribusi dapal mengajukan permohonan pengurangan
atau penghapusan canksi administrasi berupa bunga dan
Lenakan Retnbust vang terutang dalam hal sankst tersebut
dikarenakan kekhilafan wapb Relribusi atau bukan karend
kesalahannya |

(3) Wayb Retribust dapat mengajukan permohonan pengurangan
atau pembatalan Retetapan Retribusi yang tidak benar ;

(4) Permohonan pembetulan schagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, pengurangal ketetapan,  penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi schagaimana dimaksud pada
avat (2) Pasal i dan pembatalan sechagammana dimaksud pada
avat (3) Pasal ini disampaikan  secard tertulis oleh wapb
Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari scjak tanggal diterima SKRD dan
STRID) dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung purn‘mhnllmlll}'u ;

(5) Keputusan atas purnmhnnnn Huhuguifm'?um dimaksud .padﬂ ayat
(2) Pasal ini dikuhmrkun.ul;h Wultku@ atau Pg¢jabat vang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
ditenima |

(6) Apabila sctelah lewat 3 (tiga) bulan scbagaimana  dimaksud
pada ayal (5) Pasal 1 Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan Keputusan, maka permohonan  pembetulan,
pengurangan ketetapat, penghapusan alay pengurangan sanksi
udn;iliiﬂtr;ﬁi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII .....
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BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 27

(1) V‘traljfh Rﬂ'tﬂbuhl_dﬂpﬂt mengajukan keberatan hanya kepada
‘J«.*allL:_}tn :lliilll Pejabat vang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain vang dipersamakan -

(2) Permohonan keberatan schagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal i1 harus disampaikan secara tertulis, paling lama 2 (dua)
bulan scjak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas,
kecuali apabila wapb Retrnibusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi

(4) Walikota atau Pejabat vang ditunjuk dalam jangka waktu 0
(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan ditenma harus
memberi keputusan atas keberatan vang diajukan ;

(5) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu

keputusan, pcrnu.mlmnun Lcberatan dianggap dikabulkan .

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

dapat mengajukan  permohonan  kelebihan

: ibusi
(1) Wajib Retnibusi_ <8, da Walikota ;

pembavaran Retnbusl ko |

(2) Walikota atau Pejabal yang ditunjuk  dalam jangka waktu
N e lama 0 (enam) bulan sejak d'lﬂﬂmi}"}'ﬂl pt:rmt.ﬂ'mnan
e . Lelebthan pembayaran Retribusi sebagaimana
ET;F;\TUT I;ZH avat (1) Pasal in1 harus membernkan keputusan ;

(3) Apabila jangka wak

tu sebagaimana dimaksud pada avat (2)
Pasal im telah dilampaut dan Wu_lil-:nta tidak mumbulfiknn‘
kﬂﬁumﬁun_ permohonan pen;ﬁcrnbalﬁmn pcmb.a}'arjan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLKB harus diterbitkan dalam
jangi;! waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila ... ..
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i::..ﬂ:';}l!ll:lﬂ“t;:f:;ﬂ:;}-r::?f“ﬂ Iﬂ.'lﬂ.lllpl-l.ll}-':ii utang rulr.ibusi lainnya,
aval (1) Pasal i.l-‘.y: Lli-“ I.Lmh“h.] ht:h::n_:;umunu dimaksud pud:f
FE ' langsung diperhitungkan untuk melunast
terlebih dahuly utang retribus tersebut - )

[]*—'119‘3_""!‘&‘11"1 pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal im1 dilakukan dalam jangka waklu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannva SKRDLB |
Apabila  pengembalian  kelebihan  pembayaran retribust
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota
membenikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus)
scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayvaran
retribust.

BAB XIX

KEDALUWARSA
Pasal 29

ak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat ferulangnya
relribusi.  kecuali apabila  wajib retribust melakukan tindak
pidana dibidang relrnbust :

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, alau

b. Ada pengakuan utang dan wajib retribust baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewajpibannya
cehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (¢nam) bulan atau denda paling banyak

4 (empat) kal jumlah retribusi ;
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

BAB XXI .....
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BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

dy  hngkungan
khusus scbagal
pidana di bidang

’ (1) Pejabat  Pegawar  Negen Sipil  tertentu

‘emenntah Kota Magelang diben wewenang
nenyvidik untuk melakukan penyidikan tindak
retnibusy

aksud pada ayat (1)

(2) Wewenang  penyidik schagaimana dim
pasal 1n adalah :

dan mencliti keterangan

pidana di bidang

terscbut  menjadi

a. Menerima, mencari, mengumpulkan
atau laporan berkenaan dengan nndak
retribusi agar keterangan atau laporan
lengkap dan jclas

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mei

orang pribadi atau  badan  hukum lentang I-;uh::fmmn

perbuatan  vang  dilakukan schubungan dengan tindak
pidana di bidang retnbusy

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi

wtau badan  hukum schubungan dengan tindak pidana di

bidang retribust :

d Memernksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

genal

)

retribusi
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

e.
pembukuan, pencalatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut ;

f Meminta bantuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyvidikan tindak pidana di bidang retnibusi ;

o Menvuruh berhenty, melarang  seseorang  memnggalkan

uanean  atau  tempat  pada  saat  pemerniksaan  sedang
herlangsung dan memeriksa dentitas orang  dan atau
dokumen scbagaimana dimaksud pada hurute .

h  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi
. Memaneegil orang untuk didengar  keterangannya dan |
diperiksa sebagal tersangka atau saksi ; |
1. Menghentikan penvidikan |

k. Melakukan ..

[ —
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K. Meclakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran
penvidikan tindak mdana  di bidang retnibusi menurut
hukum vang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penvidik - sebagaimana  dimaksud pada avat (1) pasal ini
memberitahukan dimulamva  penvidikan dan mu”}'unmuikﬂﬂ
hasil penyvidikannyva kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
Ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

S = L

BAB XXII

RETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Tempat dasaran vang dibangun dengan swadaya setclah jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dikeluarkannya 1jin

Pemakaian Tempatl Dasaran, bangunan menjadi milik Pemerintah
Dacrah.

Pasal 33

Terhadap Pemegang Ijin Pemakaian Tempat Dasaran vang sudah
ada pada saat Peraturan Daerah i ditetapkan. "dulam masa
peralihan akan diterbitkan Iz Pemakaian Tempal Dgsurun vang
baru berdasarkan Peraturan Daerah im tanpa dipungut biaya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah 1m, sepanjang
men L!ﬂl]i]'i h:I-I nis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Denean berlakunva Peraturan Daerah 1m, maka Pcrut%lran Daerah
Kotamadva Daerah Tingkat 11 Magelang N{J!’I:I'DI' I Tahun 1986
tentane Pasar di Wilayah kKotamadya Dacrah Tingkat Il'Mugulang
ﬁt:huu:ﬁmnnn telah  diubah dengan Pcrutur:T Dacrah Kotamadya
Dacrah Tingkat 11 Magclang N”"H"'l' 2 Tahun 1993 tentang
Perubahan Pertama Peraturan Dacrah Kotamadya l_)ﬂt:l:ﬂh Tingkat 11
!"-’131.‘.1.'1:1[111 Nomor | '1Ii1|"lllﬂ ]"JS(‘J h:n_tung PI.I.H.‘.Hi dl “‘rﬂ,ﬂ}'ﬂh K:u[a-
madva Daerah Tingkat Il Magelang dinyatakan udak berlaku lag.

Pasal 36 ... ..
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Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supava setiap orang dapal mengetahuinya,memerintahkan

3 % e . i - M . g I
lmgumldngun Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000.

WALIKOTA MAGELANG
cap/ ttd

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 Juli 2000

Sekretaris Daerah Kota Magelang
cap / ttd
Drs. SOEWARNO

Pembina Utama Muda
NIP. 300 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
FAHUN 2000 NOMOR 16
SERI B No. 3
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1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSI PASAR

PENJEL ASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pcmcrmta'l‘l:’t‘ln
Dacrah, Pajak dan retribust  merupakan sumber pendapatan dﬂ‘cnih. t;ﬁaﬁ
diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pt.,mf*ltllmkﬂl
dan pembangunan dacrah serta dapat meningkatkan kcs:::_;ﬁahlcr.aun rﬂas} -
dalam rangka melaksanakan otonomi dacrah. Oleh karcna Itl:1 diperlu m; por 1
man vang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah da

hal pemungutan Pajak dan Retribust Dacrah.

Dengan telah ditetapkannya | 'ndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentatng
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah. maka scluruh ketentuan }'ang.meng_:;c ur
ientang Pajak dan Retribusi Dacrah di daerah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan
dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 'l"‘uhun 1997 tentang Retribusi
Daerah vang merupakan Peraturan Pelaksanaan dan Und?im_.f.-undm:lg I‘:Iﬂnmr 18
Tahun IQ‘JT:_. Retribusi Pasar ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.
Maka dalam rangka menjamin ketertiban dan pula?‘anqn kepada mqsyarakal
pengguna fasilitas pasar. diperlukan pengaturan Retribusi Pasar vang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Kota Magelang dalam penyediaan fasilitas umum  berupa
an dan pengawasannya memerlukan dana dalam jumlah

pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat
bavar retribusi.

Pemerintah
fasilitas pasar, pembina
vang besar sehingga bagi orang
dari fasilitas pasar diharuskan mem

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 . Cukup jelas.
Pasal 4 avat (3) . Yang dimaksud thsilita_s atau jasa dilingkungan pasar
# diberikan oleh Pemenntah Daerah adalah dasaran
tempat berjualan dilapangan pasar, los maupun kios
serta [asilitas atau jasa lainnya yang meliputi antara
lain : kebersihan dan keamanan.

Pasal 4 ayat (4) hurufi ... ..
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asal 4 avat (4) huruf 1 - Tave o B il
I Lant” pemakajan lapangan parkir ditetapkan dengan

dore

Peraturan Dacrah.
lag ;q. L 1 ‘
Bsdl 2 - Cukup jelas

qsal 6 avat (1 ). : R P
Pa : ) Pengurusan  dan pembinaan pasar-pasar di wilayah

p I*jntu Magelang dilaksanakan oleh Walikota Magelang
Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang
Yang  dalam pelaksanaannva dibantu oleh Kepala

Pasar.
Pasal 6 ayat (2) . Cukup Jelas,
Pasal 7 s'd Pasal 8  Cukup Jelas.
Pasal ¥ hurut d . Inn Pemakaian Tempat Dasaran berlaku sclama 20

(dua puluh) tahun baik untuk tempat dasaran yvang
dibangun sendini oleh Pemerintah Kota Magelang,
maupun kerja sama dengan Pihak ke 1] atau swadaya.

Pasal 9 hurut ¢ : Orang pnbadi atau badan vyang melaksanakan
kegiatan  berjualan  barangjasa di pasar  yang
mempergunakan kios dan los wajib memiliki  Ijin
Pemakaian Tempat Dasaran, sedangkan pedagang
vang menggunakan tempat dasaran yang berupa
lapangan pasar tidak wajib memiliki Ijin Pemakaian
Tempat Dasaran.

. Pasal 10 : Cukup jelas.

| Pasal 11 ayat (1) hurufa: Yang dimaksud dengan memelihara kebersihan,

| kerapthan. keamanan tempat dan barang dagangan

serta inventarnisnva adalah memelihara kebersihan.
kerapithan, keamanan terhadap tempat dasarannva
masing-masing. '

Pasal 11 ayat (1) hurufd: Yang dimaksud dengan menvediaan alat pemadam

? kebakaran adalah bagi pedagang vang menempati kios
dan los berkewapban  untuk  menvediakan alat

| pemadam kcbakaran, vang dalam penvediaannva

| dapat secara perscorangan  maupun kclumpf;l-;.

| sedangkan Pemenintah  Daerah  menvediakan  alat

| pemadam kebakaran pada tempat-tempat rawan
kebakaran dengan jumlah memadai. vang akan diatur
dengan Keputusan Walikota.

Pasa] 1) ayat (2) . Pencabutan 1zin sebagaimana diatur pada pasal ini
? tidak membebaskan  dart  hukuman pidana
schagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan

Daerah 1ni.
I*il"iai 12 sd 13 : Cukupjﬂlﬂﬂ-
| Pasal 14 ... .
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pasal 14 hurut'a,b dan ¢ - lant Pemakaian Iempat Dasaran sudah h.mm:tuk
pemberian 1zin dafiar ulang (heregrestrasi) Pemakaian
Tempat Dasaran.

Pasal 14 hurut' d - Cukup jelas.

Pasal 14 hurut'e . Nilar tempat dasaran adalah nilar yang dihitung dan
mlai investasi. Pembavaran Ijin Pemakaian Tempat
Dasaran tidak membebaskan dari retnbust.

Pasal 14 hurut | . Nilai taksiran tempat dasaran adalah — milar yang

! TR > 3L ¥

berlaku pada semua perpanjangan Izin Pemakaian
Tempat  Dasaran vang telah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

Pasal 14 hurufgdan h : Cukup jelas.
Pasal 15 s/d 16 ;. Cukup jelas.
Pasal 17  Bagi pedangang leschan tidak diwajibkan untuk

mengisi SPTRD karena pembayaran retribusinva
dilakukan secara hanan
Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 18 avat(2) . Wajib  Retribusi  vang dengan sengaja tidak
| menvampaikan SPTRD atau mengisi  dengan tidak
benar atau tidak  lengkap  atau melampirkan
ceterangan vang tidak  benar schingga merugikan
ceuangan daerah  dapat dipidana  dengan pidana
curungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda
paling banvak 4 (empat) kah jumlah retribusi

terutang.
Pasal 19 - Cukup jelas.
Pasal 20 ayat (1) - Yang dimaksud dengan dokumen vang dipersamakan

adalah berupa karcis, sebagai bukti pembayaran vang
dilaksanakan secara hanan.

Pasal 20 ayat (4) - Ketentuan d?mal-:sud berlaku bagi wajib retribusi yang
tidak mengajukan keberatan.

Pasal 21 s/d 36 - Cukup jelas.

—
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